BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka penulis menarik
kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda dapat
dilakukan melalui dua cara yaitu dengan mediasi oleh Kantor Pertanahan
Kota Semarang kepada pihak-pihak yang bersengketa. Jika mediasi berhasil
dan tercapai kesepakatan, langkah administratif akan diambil sesuai
kesepakatan, seperti penjualan atau pembagian tanah. Langkah kedua
dilakukan jika mediasi tidak berhasil, maka pihak-pihak yang bersengketa
dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
membatalkan sertifikat yang cacat prosedural atau ke Pengadilan Negeri
untuk menuntut hak mereka. Proses penyelesaian sengketa oleh Kantor
Pertanahan Kota Semarang mengikuti tahapan yang diatur dalam Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020
tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam
mengidentifikasi sertifikat tanah ganda, Kantor Pertanahan menerapkan
program "Kota Lengkap", yang mencakup pemetaan digital bidang tanah di
Kota Semarang dengan melakukan pengukuran dan pencocokan sertifikat
dengan data di buku tanah untuk mendeteksi tumpang tindih sertifikat.
Selain itu, BPN juga bekerja sama dengan kepolisian untuk memeriksa

keaslian sertifikat tanah ketika ada laporan mengenai pemalsuan atau
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penyerobotan tanah, sehingga upaya penanganan sertifikat tanah ganda
dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif.
. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ditarik penulis,
maka Penulis menyarankan agar Kantor Pertanahan Kota Semarang lebih
cepat tanggap dalam menangani kasus-kasus sengketa sehingga proses
penyelesaian dapat berlangsung lebih cepat. Selain itu, penting untuk
meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan instansi terkait serta
pihak-pihak yang bersengketa untuk menghindari kesalahpahaman. Penulis
juga menckankan perlunya petugas di Kantor Pertanahan untuk lebih teliti
dalam melakukan plotting agar tidak menimbulkan sertifikat tanah ganda.
Sementara itu, kepada masyarakat, terutama di Kota Semarang disarankan
untuk secara rutin mengecek keabsahan sertifikat tanah mereka di Kantor
Pertanahan. Hal ini mencakup memastikan kesesuaian antara sertifikat dan
buku tanah serta memverifikasi tidak adanya sertifikat lain yang diterbitkan
atas tanah yang sama. Selanjutnya, masyarakat yang memiliki tanah dengan
sertifikat diharapkan tidak mengabaikan tanah mereka untuk menghindari
itikad tidak baik dari pihak lain. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan

dapat mencegah terjadinya sertifikat tanah ganda di masa depan.
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